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SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM
YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL
DI INDONESIA

Perihal : Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang MerRisiko untuk

Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor BB1/2008 tanggal
24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan IMBliimmum Bank
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20&8nor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non&@5) selanjutnya
disebut PBI KPMM, antara lain diatur bahwa Bank ilwvanenghitung Aset
Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredi
Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diatemtkan pelaksanaan
perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan mengagkan Pendekatan
Standar dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesiagade pokok-pokok
ketentuan sebagai berikut:
.  UMUM
1. Risiko Kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalpihak lawan
(counterparty) memenuhi kewajibannya. Risiko Kredit mdaga
Risiko Kredit akibat kegagalan debiturisiko Kredit akibat

kegagalan. . .



kegagalan pihak lawarcdqunterparty credit risk) dan Risiko Kredit

akibat kegagalan setelmeset({lement risk).

Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawaouynterparty credit risk)

timbul dari jenis transaksi yang secara umum mé&ikiarakteristik

sebagai berikut:

a. transaksi dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajgu anilai
pasatr;

b. nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh pergaravariabel
pasar tertentu;

c. transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atatummsn
keuangan;

d. karakteristik risiko bersifat bilateral yaitu (ipabila nilai wajar
kontrak bernilai positif maka Bank terekspos Risk@dit dari
pihak lawan, sedangkan (ii) apabila nilai wajar tkak bernilai
negatif maka pihak lawan terekspos Risiko Kredit Bank.

Risiko Kredit akibat kegagalan setelmesett{ement risk) timbul

akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keugagka

tanggal penyelesaianseftiement date) yang telah disepakati dari
transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumearigan.

Sesuai PBI KPMM, dalam menghitung Kewajiban PeraeadiModal

Minimum (KPMM) baik secara individual maupun seckoasolidasi

dengan Perusahaan Anak, Bank wajib menghitung ATMRUK

Risiko Kredit. Dalam menghitung ATMR untuk Risikaddit, Bank

dapat menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Stand&téndardized Approach); dan/atau

b. Pendekatan berdasarkbmernal Rating (Internal Rating Based
Approach).

Untuk . ..



Untuk penerapan tahap awal, Bank wajib melakukarhifpggan
ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pentika
Standar.

5. ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pentika
Standar, yang selanjutnya disebut ATMR Risiko Krred?endekatan
Standar, secara umum perhitungannya didasarkanhaeigeringkat
yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang wdiaBank
Indonesia. Lembaga pemeringkat yang diakui Bankoriedia
mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengsngenai

lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Badknesia.

II.  PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT - PENDEKATAN STANDAR
A. CAKUPAN PERHITUNGAN

Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Stangamg wajib

dihitung oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam bdtmencakup:

1. Eksposur aset dalam neraca, dan kewajiban komitoeam
kontinjensi dalam transaksi rekening administratdmun tidak
termasuk:

a. posisi Trading Book yang telah dihitung dalam ATMR
Risiko Pasar sesuai ketentuan Bank Indonesia yang
mengatur mengenai KPMM untuk Risiko Pasar;

b. penyertaan yang telah diperhitungkan sebagai faktor
pengurang modal sesuai ketentuan Bank Indonesia
mengenai KPMM,;

c. tagihan yang akan diperhitungkan dalam eksposur
sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri dari:

1) tagihan derivatif dan kewajiban komitmen yang
timbul dari transaksi derivatif; dan

2) tagihan. ..



2) tagihanreverse repo;

d. tagihan yang timbul dari transaksi yang mengalami
kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen kauanga
yang akan diperhitungkan dalam eksposur sebagaimana
dimaksud pada angka 3.

Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat lgadan

pihak lawan, antara lain transaksi derivatifer the counter

(OTC) dan transaksiepo/reverse repo, baik atas posisirading

Book maupunBanking Book. Definisi Trading Book maupun

Banking Book mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang

mengatur mengenai KPMM; dan/atau

Eksposur transaksi penjualan atau pembelian inginum

keuangan yang mengalami kegagalan penyerahan keéstala

instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian lelaih 4

(empat) hari kerja, yang menimbulkan Risiko direakibat

kegagalan setelmen. Contoh transaksi antara lansdksi

penjualan atau pembelian surat berharga atau \adirig.

Meskipun ATMR hanya diperhitungkan atas transaksngy

mengalami kegagalan setelmen lebih dari 4 (empai) Kerja,

Bank wajib memantau Risiko Kredit akibat kegagadatelmen

atas transaksi penjualan atau pembelian instrunerarigan

sejak hari pertama terjadinya kegagalan setelmen.

B. TATA CARA PERHITUNGAN

1.

ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar merupakan
hasil perkalian antara Tagihan Bersih dengan baisiko,
atas eksposur sebagaimana dimaksud dalam butirllidan
butir 11.A.2.

2. Tagihan. ..



Tagihan Bersih atas eksposur sebagaimana dimaksa@d p

angka 1 mengacu pada penjelasan dalam butir 1I.C.

Bobot risiko sebagaimana dimaksud pada angka lapken

sebagai berikut:

a. berdasarkan peringkat terkini dari debitur/pihakvda
transaksi atau surat berharga, sesuai kategorofpbot
sebagaimana dimaksud dalam butir 1l.E.1, butir. B, Butir
Il.LE.3, butir 1I.E.4, dan butir 1.E.9;

b. sebesar persentase tertentu untuk kategori paddofol
sebagaimana dimaksud dalam butir 1.E.5, butir.@,Butir
II.E.7, butir 11.E.8, butir [I.E.10, dan butir I.E1.

Penetapan bobot risiko berdasarkan peringkat terkign

persentase tertentu sebagaimana dimaksud dalam3baitdan

butir 3.b mengacu pada Tabel 1, Tabel 2, Tabelahel 4,

Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7 dalam Lampiran 1.

Perhitungan Risiko Kredit dalam rangka perhitung&MM

untuk eksposur sebagaimana dimaksud dalam budir3llyaitu

eksposur transaksi penjualan atau pembelian instikkauangan
yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan/atunren
keuangan pada tanggal penyelesasattlément date) lebih dari

4 (empat) hari kerja adalah sebagai berikut:

a. Untuk transaksidelivery versus payment (DvP), ATMR
Risiko Kredit Pendekatan Standar diperhitungkaresab
hasil perkalian antara (i) selisih positif antaitinwajar
transaksi dengan nilai kontrako§itive current exposure);
(i) persentase tertentu; dan (iii) 12,5 (dua bekasna

lima).

Persentase . .



Persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada(iutir
ditetapkan berdasarkan jumlah hari kerja pelampauan
tanggal penyelesaianseftlement date) mengacu pada
Tabel 3 dalam Lampiran 2;

b. Untuk transaksnon delivery versus payment (non DvP),
Risiko Kredit diperhitungkan sebagai faktor penggra
modal sebesar nilai kas atau nilai wajar instrumen
keuangan yang telah diserahkan Bank.

C. TAGIHAN BERSIH

1. Untuk eksposur aset dalam neraca sebagaimana dichdktam
butir 11LA.1, Tagihan Bersih adalah nilai tercatstet ditambah
dengan tagihan bunga yang belum diterima (jika addg¢lah
dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan (WEPN)
atas aset tersebut sesuai standar akuntansi yaaglbdan/atau
penyisihnan penghapusan aset khusus (PPA Khususiaises
ketentuan Bank Indonesia, dengan formula sebagi&ite
Tagihan Bersih = {Nilai tercatat aset + tagihannd yang

belum diterima (jika ada)} — CKPN dan/atau
PPA Khusus

Khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektifngya

diperhitungkan hanya CKPN atas aset yang telatetetifikasi

mengalami penurunan nilai.

2. Untuk eksposur transaksi rekening administratifag@imana
dimaksud dalam butir II.A.1, Tagihan Bersih adalbbsil
perkalian antara (i) nilai kewajiban komitmen atawajiban
kontinjensi setelah dikurangi dengan penyisihangpapusan

aset khusus (PPA Khusus) sesuai ketentuan Bahdnesia

dengan. ..



dengan (ii) faktor konversi kredit (FKK) sebagairaatimaksud

dalam butir I1.D, dengan formula sebagai berikut:

Tagihan Bersih = (nilai kewajiban komitmen atau kglan

kontinjensi — PPA Khusus) x FKK

Untuk eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akiba

kegagalan pihak lawan sebagaimana dimaksud dalam

butir 11.A.2, Tagihan Bersih adalah sebagai beriku

a. Untuk eksposur transaksi derivabifer the counter (OTC),
merupakan:

1) penjumlahan dari nilai tercatat tagihan derivatian
potensi eksposur di masa depgmoténtial future
exposure), untuk transaksi derivatif dengan positif
mark to market; atau

2) potensi eksposur di masa depan, untuk transaksi
derivatif dengan negatrhark to market.

Potensi eksposur di masa depan dihitung dari hasil

perkalian nilai notional transaksi derivatif dengan

persentase tertentu.

Persentase tertentu ditetapkan berdasarkan variabel

yang mendasari uQderlying variable) dan sisa jangka

waktu dari transaksi derivatif mengacu pada Tabadhlam

Lampiran 2.

b. Untuk eksposur transaksepo, merupakan selisih positif
antara nilai tercatat bersih surat berharga yangjade
underlying repo dengan nilai tercatat kewajibagepo.

Nilai tercatat bersih surat berharga adalah niacdtat

surat berharga setelah dikurangi dengan CKPN aiizd s

berharga tersebut sesuai standar akuntansi yaladber

Khusus. . .



Khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektifjgya
dapat diperhitungkan hanya CKPN atas surat berhanga
telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai.
Selain itu, Risiko Kredit dari penerbit surat bedeyang
menjadi underlying transaksirepo diperhitungkan pula
sebagai Tagihan Bersih untuk eksposur aset dalaatae
sebagaimana dimaksud dalam butir 11.C.1.
c. Untuk eksposur transakseverse repo, merupakan nilai
tercatat dari tagihareverse repo setelah dikurangi dengan
CKPN atas tagihan tersebut sesuai standar akuntangi
berlaku.
Khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektifjgya
diperhitungkan hanya CKPN atas tagihan yang telah
teridentifikasi mengalami penurunan nilai.
Untuk transaksireverse repo, keberadaan agunan berupa
surat berharga yang menjadnderlying dari transaksi
reverse repo dan/atau uang tunai diperhitungkan sebagai
bentuk mitigasi risiko kredit atas transaksi dimaks
Pengakuan agunan mengikuti Pendekatan Komprehensif
dalam teknik mitigasi risiko kredit - agunan sebagma
dimaksud dalam butir I1V.B.6
FAKTOR KONVERSI KREDIT UNTUK EKSPOSUR TRANSAKSI
REKENING ADMINISTRATIF
Dalam rangka menghitung Tagihan Bersih untuk eksptsansaksi
rekening administratif, penetapan FKK untuk trassakekening
administratif sebagaimana dimaksud dalam butir.2l.&lalah sebagai
berikut:

1. Kewajiban. ..



Kewajiban komitmen yang memenuhi kriteria sebagai
uncommitted sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai penilaian kualitas aset bank umum, diaerikKK
sebesar 0% (nol persen).

Kewajiban komitmen dalam bentuk L/C yang masih dierl

namun tidak termasukstandby L/C, baik terhadap Bank

penerbit {ssuing bank) maupun Bank yang melakukan
konfirmasi €onfirming bank), diberikan FKK sebesar 20% (dua
puluh persen).

Kewajiban komitmen dengan jangka waktu perjanjiamgai

dengan 1 (satu) tahun, diberikan FKK sebesar 20%a (@uluh

persen).

Kewajiban komitmen dengan jangka waktu perjanjeriH dari

1 (satu) tahun, diberikan FKK sebesar 50% (limalpydersen).

Kewajiban kontinjensi dalam bentuk jaminan yangerbitkan

bukan dalam rangka pemberian kredit, sepértd bonds,

performance bonds, atau advance payment bonds, diberikan

FKK sebesar 50% (lima puluh persen).

Kewajiban kontinjensi dalam bentuk:

a. jaminan yang diterbitkan dalam rangka pemberiardikre
atau pengambilalihan risiko gagal baysrmasuk berupa
bank garansi dastandby L/C; atau

b. akseptasi, termasuk endosemen atau aval atasssuaht-
berharga;

diberikan FKK sebesar 100% (seratus persen).

Pos transaksi rekening administratif yang timbuli d@nsaksi

derivatif tidak diberikan FKK dan perhitungan TamgmBersih

atas eksposur tersebut dilakukan sebagaimana dichadaam
butir I11.C.3.a.
E. BOBOT ...




BOBOT RISIKO

Dalam menentukan bobot risiko, Bank wajib mengggkam seluruh
eksposur sebagaimana dimaksud dalam butir [I.Arl lalair 11.A.2
ke dalam kategori portofolio yang penetapannya sidan pada
debitur atau pihak lawan transaksi sebagai berikut:

1. Tagihan Kepada Pemerintah

a. Tagihan Kepada Pemerintah terdiri dari:

1) Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia yang
mencakup tagihan kepada:

a) Pemerintah Pusat Republik Indonesia;

b) Bank Indonesia;

c) Badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintah
lainnya yang seluruh pendanaan operasionalnya
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) Pemerintah Republik Indonesia;

2) Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain yang
mencakup tagihan kepada pemerintah pusat dan bank
sentral negara lain;

b. Bobot risiko Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia
sebagaimana dimaksud pada butir a.1), baik dalapiaRu
maupun valuta asing, adalah 0% (nol persen).

c. Bobot risiko Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain
sebagaimana dimaksud pada butir a.2), baik dalata ma
uang negara tersebut maupun valuta asing, ditatapka
sesuai dengan peringkat internasional negara tdrseb

mengacu pada Tabel 1 dalam Lampiran 1.

2. Tagihan. ..



2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

a.

Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik mencakup &mgih

kepada:

1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang mengenai BUMN,
kecuali BUMN berupa Bank;

2) Pemerintah Daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) d
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang mengenai pemerintahan daerah;

3) Badan-badan atau lembaga-lembaga Pemerintah
Republik Indonesia yang tidak memenuhi kriteria
sebagai Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia.

Bobot risiko Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

ditetapkan sesuai peringkat dengan mengacu pada Zab

dalam Lampiran 1.

3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral danldaga

Internasional

a.

Bank Pembangunan Multilateral merupakan lembaga
keuangan internasional yang antara lain memiliki
karakteristik khusus sebagai berikut: (i) didirikatau
dimiliki oleh beberapa negara; dan (ii)) menyediakan
pembiayaan jangka panjang, hibah, dan/atau batékars
dalam rangka pembangunan.

Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional mencakup tagihan kepada:

1) Bank Pembangunan Multilateral yang terdiri dari:

a) Bank. ..



a) Bank Pembangunan Multilateral tertentu yang
telanh ditetapkan olehBasel Committee on
Banking Supervision, yaitu World Bank Group
yang terdiri dari International Bank for
Reconstruction and Development (IBRD) dan
International Finance Corporation (IFC),
Asian Development Bank (ADB), African
Development Bank (AfDB), European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD),
Inter-American Development  Bank (IADB),
European Investment Bank (EIB),
European Investment Fund (EIF), Nordic
Investment Bank (NIB), Caribbean Devel opment
Bank (CDB), Islamic Development Bank (IDB),
dan Council of Europe Development Bank
(CEDB).

b) Bank Pembangunan Multilateral lainnya.

2) Lembaga Internasional yaitBank for International

Settlements, International Monetary Fund (IMF), dan

European Central Bank.

c. Bobot risiko Tagihan Kepada Bank Pembangunan
Multilateral dan Lembaga Internasional mengacu pada
Tabel 3 dalam Lampiran 1.

4. Tagihan Kepada Bank

a. Tagihan Kepada Bank mencakup tagihan kepada:

1) bank yang beroperasi di Indonesia, yang terdiri dar
bank umum, dan bank perkreditan rakyat, termasuk
kantor cabang bank asing:

2) bank. ..



2) bank yang beroperasi di luar Indonesia, yang terdir
dari bank yang berbadan hukum asing dan kantor
cabang dari bank yang berkantor pusat di Indonesia;

3) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

Tagihan Kepada Bank dibedakan menjadi:

1) Tagihan Jangka Pendek yaitu tagihan dengan jangka
waktu perjanjian sampai dengan 3 (tiga) bulan,
termasuk tagihan yang tidak memiliki jangka waktu
jatuh tempo namun dapat ditarik sewaktu-waktu;

2) Tagihan Jangka Panjang yaitu tagihan dengan jangka
waktu perjanjian lebih dari 3 (tiga) bulan.

Tagihan Kepada Bank dengan jangka waktu
perjanjian sampai dengan 3 (tiga) bulan namun dapat
dipastikan akan diperpanjangoll-over) sehingga
keseluruhan jangka waktu menjadi lebih dari 3 ftiga
bulan, wajib digolongkan sebagai Tagihan Jangka
Panjang.

Bobot risiko Tagihan Kepada Bank, baik Tagihan Bang

Pendek maupun Tagihan Jangka Panjang, ditetapkaaise

peringkat dengan mengacu pada Tabel 4 atau Tabel 6

dalam Lampiran 1.

Penggunaan Tabel tersebut mengacu pada ketentuan

mengenai penggunaan peringkat jangka pendek dan

peringkat jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam
butir 111.B.3.a dan butir 111.B.3.b.

5. Kredit . ..



5. Kredit Beragun Rumah Tinggal

a. Kredit Beragun Rumah Tinggal mencakup:

1)

2)

kredit konsumsi untuk kepemilikan  rumah

tinggal/apartemen atau kredit konsumsi yang dijamin

dengan agunan berupa rumah tinggal/apartemen

(tidak termasuk rumah toko dan rumah kantor), serta

memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

a) diberikan kepada debitur perorangan;

b) agunan diikat dengan hak tanggungan atau
fiducia sehingga memberikan kedudukan yang
diutamakan (hak preferensi) kepada Bank;

c) Bank memiliki sistem dan prosedur yang
memadai untuk menilai dan memantau nilai
agunan secara berkala; dan

d) rasio nilai kredit terhadap nilai agundnan-to-
value) paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh
persen);

kredit konsumsi untuk kepemilikan rumah tinggal

dalam rangka program Pemerintah Indonesia sesuai

peraturan perundangan yang berlaku dan rasio nilai
kredit terhadap nilai agunanoén-to-value) paling
tinggi sebesar 95% (sembilan puluh lima persen).

b. Rasioloan-to-value (LTV) sebagaimana dimaksud dalam
butir a.1)d) dan butir a.2) menggunakan rasio pauksi

dilakukan perhitungan ATMR. Perhitungan rasio LTV

dilakukan sebagai berikut:

1)

nilai kredit ditetapkan berdasarkan nilai terc&tadit
di neraca Bank pemberi kredit;

2) nilai . . .



2) nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai yanghlebi
rendah antara (i) nilai pengikatan agunan; denggan (
nilai pasar agunan yang dinilai ulang secara barkal
paling lama 30 (tiga puluh) bulan sekdhalam hal
penilaian kembali nilai pasar agunan dilakukanHebi
dari 30 (tiga puluh) bulan terakhir maka agunan
ditetapkan tidak memiliki nilai.

c. Penilaian agunan dilakukan oleh:

1) penilai independen untuk Kredit Beragun Rumah
Tinggal dengan baki debet pembiayaan lebih dari
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

2) penilai independen atau penilai intern Bank untuk
Kredit Beragun Rumah Tinggal dengan baki debet
pembiayaan sampai dengan Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah);

d. Bobot risiko untuk Kredit Beragun Rumah Tinggal
ditetapkan sebagai berikut:

1) 35% (tiga puluh lima persen) apabila rasio LTV
paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen);

2) 40% (empat puluh persen) apabila rasio LTV lebih
dari 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80%
(delapan puluh persen);

3) 45% (empat puluh lima perseapabila rasio LTV
lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan
95% (sembilan puluh lima persen);

6. Kredit Beragun Properti Komersial
a. Kredit Beragun Properti Komersial adalah kredit gyan
memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1) diberikan. ..



1)
2)

3)

diberikan kepada perorangan atau badan usaha;
tujuan penggunaan dana untuk pembiayaan konstruksi
atau pembangunan properti.

Contoh: pembangunan perumahan, apartemen, rumah
susun, ruang perkantoran, ruang komersial
multifungsi, ruang komersial yang disewa banyak
pihak, atau pergudangan; dan

sumber utama pembayaran kredit berasal dari asis ka

dari penyewaan atau penjualan properti dimaksud.

Bobot risiko Kredit Beragun Properti Komersial adal

100% (seratus persen).

7. Kredit Pegawai atau Pensiunan

a.

Kredit Pegawai atau Pensiunan adalah kredit yang

memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1)

2)

3)

diberikan kepada pegawai atau pensiunan dari
pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/POLRI,
pegawai lembaga negara, atau pegawai Badan Usaha
Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD));

total plafon pembiayaan adalah Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) untuk setiap pegawai atau
pensiunan;

pegawai atau pensiunan dijamin dengan asuransi jiwa
dari perusahaan asuransi yang berstatus sebagai
BUMN, atau perusahaan asuransi swasta Yyang
memiliki peringkat paling rendah peringkat
investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh

Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan

Bank . ..



b.

a.

4)

5)

Bank Indonesia mengenai lembaga pemeringkat dan
peringkat yang diakui Bank Indonesia;

pembayaran angsuran/pelunasan kredit bersumber
dari gaji/pensiun berdasarkan Surat Kuasa Memotong
Gaji/Pensiun kepada Bank pemberi kredit. Dalam hal
pembayaran gaji/pensiun dilakukan Bank lain atau
BUMN lain maka Bank pemberi kredit harus
memiliki perjanjian kerja sama dengan Bank lairuata
BUMN lain pembayar gaji/pensiun untuk melakukan
pemotongan gaji/pensiun dalam rangka pembayaran
angsuran/pelunasan kredit; dan

Bank pemberi kredit menyimpan asli surat
pengangkatan pegawai atau surat keputusan
jabatan/pangkat yang terakhir atau surat keputusan
pensiun atau Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP)

dan polis pertanggungan asuransi jiwa debitur.

Bobot risiko Kredit Pegawai atau Pensiunan adal@¥ 5

(lima puluh persen).
8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan PolitoRitel

Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Politof

Ritel merupakan tagihan yang memenuhi seluruh riaite
berikut:

1)

diberikan kepada debitur yang merupakan (i) badan
usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro
dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang yang mengatur mengenai usaha

mikro, kecil, dan menengah, atau (ii) perorangan;

2) plafon ...



2) plafon pembiayaan kepada debitur paling tinggi
sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari hasil
penjumlahan plafon pembiayaan untuk seluruh
debitur yang merupakan (i) badan usaha dan
perorangan yang memenuhi kriteria  sebagai
usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah dan (i)
perorangan;

3) plafon pembiayaan kepada debitur paling tinggi
sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

4) debitur tidak tergolong sebagai 50 (lima puluh)
debitur terbesar Bank;

5) tagihan tidak dalam bentuk surat berharga;

6) tagihan tidak memenuhi kriteria sebagai Kredit
Beragun Rumah Tinggal, Kredit Beragun Properti
Komersial, atau Kredit Pegawai atau Pensiunan.

b. Bobot risiko Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Keci
dan Portofolio Ritel ditetapkan sebesar 75% (typuituh
lima persen).

9. Tagihan Kepada Korporasi

a. Tagihan Kepada Korporasi merupakan tagihan yarak tid
memenuhi kategori portofolio sebagaimana dimaksud
dalam angka 1 sampai dengan angka 8.

b. Bobot risiko Tagihan Kepada Korporasi ditetapkasuse
peringkat dengan mengacu pada Tabel 5 atau Tabel 6

dalam Lampiran 1.

Penggunaan . .



Penggunaan Tabel tersebut mengacu pada ketentuan

mengenai penggunaan peringkat jangka pendek dan

peringkat jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam
butir 111.B.3.a dan butir 111.B.3.c.
10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

a. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo adalah seluruh aagih
sebagaimana dimaksud dalam butir 1l.E.1 sampai aleng
butir II.E.9, yang telah jatuh tempo lebih dari @@mbilan
puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau
pembayaran bunga.

b. Bobot risiko Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo ditiesap
sebagai berikut:

1) 100% (seratus persen), untuk Tagihan Yang Telah
Jatuh Tempo yang sebelumnya tergolong sebagai
Kredit Beragun Rumah Tinggal sebagaimana
dimaksud dalam butir II.E.5;

2) 150% (seratus lima puluh persen), untuk Tagihan
Yang Telah Jatuh Tempo yang sebelumnya tergolong
dalam butir 1.LE.1, butir 1.LE.2, butir 1.E.3, but
[I.E.4, butir 1I.E.6, butir Il.E.7, butir 11.E.8,tau butir
Il.LE.9.

11. Aset Lainnya
a. Aset berupa uang tunai, emas, dammemorative coin,
diberikan bobot risiko sebesar 0% (nol persen).
b. Penyertaan yang bukan merupakan faktor penguranigimo
dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mangen

kewajiban penyediaan modal minimum, dalam bentuk:

1) penyertaan ..



1) penyertaan kepada perusahaan keuangan yang
terdaftar di bursa, diberikan bobot risiko 100%
(seratus persen).

2) penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak
terdaftar di bursa, diberikan bobot risiko 150%
(seratus lima puluh persen);

3) penyertaan modal sementara dalam rangka
restrukturisasi kredit, diberikan bobot risiko 150%
(seratus lima puluh persen);

Perhitungan bobot risiko dan/atau faktor pengunauoglal

terhadap tagihan atau transaksi rekening admitfstra

dalam bentuk eksposur sekuritisasi mengacu pada
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengermneipri
kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aseti dank
umum.

Untuk tagihan eksposur sekuritisasi selain yangudia

dalam pengaturan Bank Indonesia tersebut, sepedit

link notes, maka penetapan bobot risiko didasarkan pada

peringkat tagihan eksposur sekuritisasi mengacua pad

Tabel 5 dalam Lampiran 1. Khusus untuk tagihan essp

sekuritisasi yang tidak memiliki peringkat maka g&pan

bobot risiko ditetapkan secara konservatif yaitubdio
risiko paling tinggi diantara bobot risiko dari asgang
mendasari dan bobot risiko dari penerbit eksposur
sekuritisasi.

Aset yang diambil alih (AYDA) diberikan bobot risik

150% (seratus lima puluh persen).

e. Aset. ..



e. Aset lainnya, seperti tanah, bangunan, inventdas, aset
tetap lainnya, setelah dikurangi dengan akumulasi

penyusutan diberikan bobot risiko 100% (seratusgrgr

PENGGUNAAN PERINGKAT

Untuk jenis kategori portofolio yang penetapan laigikonya didasarkan

pada peringkat maka penggunaan peringkat wajib memeketentuan

sebagai berikut:
A. UMUM

1.

Peringkat yang digunakan adalah peringkat terkimingy
dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakehdBank
Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang ah#mng
mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yarkgidizank
Indonesia.

Dalam satu kelompok usaha, peringkat suatu perasatidak
dapat digunakan untuk menetapkan bobot risiko mEmisahaan
lain dalam kelompok tersebut.

Bank wajib memiliki pedoman dan prosedur untuk metikan
bahwa peringkat yang digunakan untuk menghitung RTM
Risiko Kredit - Pendekatan Standar adalah peringk&ini dan
wajib memelihara dokumentasi terkait peringkat iterkyang
digunakan tersebut.

Dalam hal Bank Indonesia menilai bahwa peringkahgya
digunakan Bank dalam penetapan bobot risiko merinkam
risiko yang lebih rendah dari kondisi terkini at@sbitur atau
pihak lawan transaksi maka Bank Indonesia berwenargk
menetapkan bobot risiko yang lebih tinggi dari yaihgunakan
Bank.

B. TATA ...



B. TATA CARA PENGGUNAAN PERINGKAT

1.

Peringkat Domestiklg@cal rating) dan Peringkat Internasional

(international rating)

a.

b.

Peringkat domestik digunakan untuk penetapan bobot
risiko tagihan dalam mata uang Rupiabh.
Peringkat internasional digunakan untuk penetapziyotb

risiko tagihan dalam valuta asing.

Peringkat Surat Berhargésfue Rating) dan Peringkat Debitur

(I'ssuer Rating)

a.

Penetapan bobot risiko atas tagihan dalam bentukt su
berharga didasarkan pada peringkat dari surat tgEha
dimaksud issue rating).

Dalam hal surat berharga tidak memiliki peringkeadkian
penetapan bobot risiko didasarkan pada bobot ridé&o
tagihan tanpa peringkat.

Penetapan bobot risiko atas tagihan dalam bentla#inse
surat berharga, didasarkan pada peringkat deligsure(
rating).

Dalam hal tagihan dalam bentuk selain surat beghiadgk
memiliki peringkat maka penetapan bobot risiko
didasarkan pada bobot risiko dari tagihan tanpengleat.

Peringkat Jangka Pendek dan Peringkat Jangka Banjan

a.

Peringkat jangka pendek sebagaimana dimaksud pada
Tabel 6 dalam Lampiran 1 digunakan untuk penetapan
bobot risiko dari surat berharga yang memiliki pgkat
jangka pendek dan diterbitkan oleh pihak yang teuka
dalam cakupan Tagihan Kepada Bank atau Tagihand&epa

Korporasi.

b. Penetapan. .



b. Penetapan bobot risiko untuk Tagihan Kepada Bamgy ya
tergolong sebagai Tagihan Jangka Pendek sebagaimana
dimaksud dalam butir 1.E.4.b.1) namun tidak meknili
peringkat jangka pendek, mengacu pada peringkgkgan
panjang sesuai Tabel 4 dalam Lampiran 1.

c. Penetapan bobot risiko untuk Tagihan Kepada Kogpora
yang tidak memiliki peringkat jangka pendek, mengac
pada peringkat jangka panjang sesuai Tabel 5 dalam
Lampiran 1.

4. Peringkat Tunggal dan Multi Peringkat

Dalam hal debitur, pihak lawan, atau instrumen kegaa:

a. hanya memiliki 1 (satu) peringkat maka Bank wajib
menggunakan hasil peringkat dimaksud.

b. memiliki 2 (dua) peringkat dan masing-masing
memberikan bobot risiko yang berbeda maka Bankbwaiji
menggunakan peringkat yang menghasilkan bobotorisik
tertinggi.

c. memiliki 3 (tiga) peringkat atau lebih dan membank
bobot risiko yang berbeda maka Bank wajib mengganak
peringkat yang menghasilkan bobot risiko terendaduk.
Contoh: Surat Berharga yang diterbitkan oleh pdraga X
dan tergolong sebagai Tagihan Kepada Korporasi hk@mi
peringkat AA-, A-, dan BBB+ sehingga berturut-turut
setara dengan bobot risiko 20% (dua puluh perd9)g
(lima puluh persen), dan 100% (seratus persen)ukJnt
perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar
Bank wajib menggunakan peringkat A- yaitu peringkat
yang menghasilkan bobot risiko terendah kedua yaitu
50% (lima puluh persen).

IV. METODE ...



IV. METODE DAN TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT
A. UMUM

1.

Dalam menghitung ATMR Risiko Kredit - Pendekataartsiar,

Bank dapat mengakui keberadaan agunan, garanganuean,

atau asuransi kredit sebagai teknik mitigasi risikcedit,

selanjutnya disebut Teknik MRK.

Teknik MRK sebagaimana dimaksud pada angka 1 mepcak

a. Teknik MRK - Agunan;

b. Teknik MRK - Garansi; dan/atau

c. Teknik MRK - Penjaminan atau Asuransi Kredit.

Prinsip utama dalam pengakuan Teknik MRK adalah:

a. Teknik MRK hanya diakui apabila ATMR Risiko Kredit
dari eksposur yang menggunakan Teknik MRK lebih
rendah dari ATMR Risiko Kredit dari eksposur tenseb
yang tidak menggunakan Teknik MRK.

Hasil perhitungan ATMR Risiko Kredit setelah
memperhitungkan dampak Teknik MRK paling rendah
sebesar nol.

b. Dampak keberadaan agunan, garansi, jaminan, atau
asuransi kredit yang diakui sebagai Teknik MRK kida
boleh diperhitungkan ganda dalam perhitungan ATMR
Risiko Kredit.

Contoh: Apabila peringkat surat berharga telah
memperhitungkan dampak keberadaan agunan, garansi,
jaminan, atau asuransi kredit maka perhitungan ATMR
Risiko Kredit atas surat berharga dimaksud tidakelbo
memperhitungkan kembali keberadaan agunan, garansi,

jaminan, atau asuransi kredit yang sama.



c. Masa berlakunya pengikatan agunan, garansi, dan/ata
jaminan, atau asuransi kredit, paling kurang sasragan
sisa jangka waktu eksposur.

Selain wajib memenuhi prinsip utama sebagaimanaakiod

dalam angka 3, Teknik MRK juga wajib memenuhi kige

sebagai berikut:

a. seluruh dokumen agunan, garansi, jaminan, atalam@siur
kredit yang digunakan dalam Teknik MRK memenuhi
persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangam yan
berlaku;

b. Bank secara berkala melakukan review untuk menaastik
bahwa agunan, garansi, jaminan, atau asuransit kezdp
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada hyruf a
dan

c. Dokumentasi yang digunakan dalam Teknik MRK harus
memuat klausula yang menetapkan jangka waktu yang
wajar untuk eksekusi atau pencairan agunan, garansi
jaminan, atau asuransi kredit yang didasarkan pada
terjadinya kondisi yang menyebabkan debitur tidaknpu
melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian
penyediaan danaents of default).

Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada éhglan

angka 4 tidak dipenuhi, maka keberadaan MRK tideikud

dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatéan8ar.

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Teknik MBatik

wajib  memiliki prosedur tertulis untuk mengiderkdsi,

mengukur, memantau, dan mengendalikan risi&ogytimbul

dari ...



1.

dari penggunaan Teknik MRK, seperti risiko hukunsiko

operasional, risiko likuiditas, dan risiko pasarmasuk prosedur

untuk memastikan bahwa eksekusi agunan, garamsinga,

atau asuransi kredit dilakukan dalam jangka wakngywajar.

B. TEKNIK MRK - AGUNAN

Pendekatan Teknik MRK - Agunan

Pengakuan Teknik MRK - Agunan dapat menggunakagua)(

pendekatan, yaitu:

a.

Pendekatan Sederhanmamnfple approach), untuk eksposur
sebagaimana dimaksud dalam butir 1l.A.1; atau
Pendekatan Komprehensifcofnprehensive approach),

untuk eksposur sebagaimana dimaksud dalam buill.

Persyaratan Pengakuan

a.

Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dundak

pada butir IV.A.3 dan butir IV.A.4, agunan yang uhgkan

dalam Teknik MRK - Agunan wajib memenuhi persyanata

berikut:

1) agunan tidak diterbitkan oleh debitur atau pihakaa
transaksi yang sama; dan

2) kualitas agunan tidak berkorelasi secara positif
dengan kualitas eksposur;

sehingga agunan dapat memberikan perlindungan yang

memadai apabila debitur atau pihak lawan transtdak

mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan

perjanjian penyediaan darevénts of default).

Contoh: . ..



Contoh:

Agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh
perusahaan X yang memiliki keterkaitan arus kasmrsec
signifikan dengan perusahaan Y yang merupakan wtebit
atau pihak lawan transaksi dari Bank, dianggap tig@mi
korelasi positif sehingga surat berharga terselildkt
diakui dalam Teknik MRK — Agunan.

Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada lkuruf
tidak terpenuhi maka keberadaan agunan dalam Teknik
MRK - Agunan tidak diakui dalam perhitungan ATMR
Risiko Kredit — Pendekatan Standar.

3. Jenis Agunan Keuangan yang Diakui

a.

Jenis agunan keuangan yang diakdig{ble financial
collateral) dalam Teknik MRK - Agunan baik pada
Pendekatan Sederhana maupun Pendekatan Komprehensif
adalah sebagai berikut:

1) uang tunai yang disimpan pada Bank penyedia dana;

2) giro, tabungan, atau deposito yang diterbitkan oleh
Bank penyedia dana;

3) emas yang disimpan pada Bank penyedia dana;

4) Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia yang meliputi
Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
mengenai surat utang negara;

5) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang mengenai surat
berharga syariah negara;

6) Sertifikat . . .



6)

7)

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Bank
Indonesia Syariah (SBIS); dan

surat-surat berharga yang diperingkat oleh Lembaga

Pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia dengan

peringkat minimal:

a)

b)

d)

f)

setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak
yang termasuk dalam Tagihan Kepada
Pemerintah Negara Lain sebagaimana dimaksud
dalam butir Il.E.1.a.2);

setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak
yang termasuk dalam Tagihan Kepada Entitas
Sektor Publik sebagaimana dimaksud dalam
butir 11.E.2;

setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh
pihak yang termasuk dalam Tagihan Kepada
Bank Pembangunan Multilateral sebagaimana
dimaksud dalam butir II.E.3;

setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak
yang termasuk dalam Tagihan Kepada Bank
sebagaimana dimaksud dalam butir 11.E.4;
setara dengan A- jika diterbitkan oleh pihak
yang termasuk dalam Tagihan Kepada
Korporasi sebagaimana dimaksud dalam butir
Il.E.9;

setara A-2 untuk surat berharga jangka pendek.

b. Instrumen. ..



Instrumen yang mendasaun@erlying) atau agunan dari
transaksreverse repo dapat diakui sebagai bentuk mitigasi
risiko kredit atas transaksireverse repo dimaksud
sepanjang termasuk sebagai jenis agunan sebagaimana

dimaksud pada huruf a.

4. Penggunaan Nilai Agunan

a.

Dalam mengakui dampak MRK dari jenis agunan
sebagaimana dimaksud pada angka 3 terhadap pepnitun
ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar, Bank wajib
menggunakan nilai agunan sebesar nilai yang leidah
antara nilai pengikatan agunan dengan nilai wagr ailai
pasar agunan.

Dalam hal pengikatan agunan dilakukan atas beberapa
Tagihan Bersih maka nilai agunan yang dapat diakui
sebagai Teknik MRK - Agunan untuk seluruh Tagihan
Bersih paling tinggi sebesar nilai agunan.

Contoh

Bank A memberikan kredit kepada debitur X dan debit
masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratas
rupiah) dan Rp800.000.000,00 (delapan ratus jubaain)
dengan agunan berupa deposito senilai Rp1.000 Q000
(satu  miliar rupiah). Agunan tersebut sebesar
Rp400.000.000,00 diikat untuk kredit kepada debftulan
sebesar Rp600.000.000,00 diikat untuk kredit kepada
debitur Y. Dampak MRK atas agunan berupa deposito
dimaksud yang digunakan untuk menghitung ATMR
Risiko Kredit - Pendekatan Standar atas debxtuadalah
sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus jutehuman

atas . . .



atas debitur Y adalah sebesar Rp600.000.000,00m(ena

ratus juta rupiah)

Teknik MRK - Agunan pada Pendekatan Sederhana

Penggunaan Teknik MRK - Agunan pada Pendekatanri®smuke

wajib dilakukan sebagai berikut:

a.

Penilaian kembali terhadap nilai wajar atau nilaisgr
agunan wajib dilakukan paling kurang 1 (satu) bsiekali.
Perhitungan nilai agunan sebagaimana dimaksud dalam
butir IV.B.4.a. wajib memperhitungkamaircut nilai tukar
(Hfx) sebagai faktor pengurang sebesar 8% (delapan
persen) apabila:

1) tagihan dan agunan dalam denominasi mata uang
yang berbeda; atau

2) agunan dalam bentuk emas.

Perhitungan ATMR Risiko Kredit — Pendekatan Standar

atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK

Agunan pada Pendekatan Sederhana dilakukan sebagai

berikut:

1) Dampak MRK diakui menggunakan prinsip substitusi
yaitu bobot risiko agunan menggantikan bobot risiko
eksposur, sebagai berikut:

a) Bagian dari nilai Tagihan Bersih eksposur yang
mendapatkan  perlindungan dari agunan,
selanjutnya disebut Bagian Yang Dijamin
(secured portion), dikenakan:

(1) bobot risiko sebesar 0% (nol persen),

apabila agunan dalam bentuk sebagaimana

dimaksud. . .



2)

3)

dimaksud pada butir 1V.B.3.a.1) sampai
dengan butir 1V.B.3.a.6);

(2) bobot risiko dari agunan, apabila agunan
dalam bentuk surat berharga sebagaimana
dimaksud pada butir IV.B.3.a.7), dengan
batas bawah sebesar 20% (dua puluh
persen).

b) Bagian dari nilai Tagihan Bersih eksposur yang
tidak mendapatkan perlindungan dari agunan,
selanjutnya disebut Bagian Yang Tidak Dijamin
(unsecured portion), dikenakan bobot risiko dari
eksposur sesuai kategori portofolio sebagaimana
dimaksud dalam butir II.E.

Apabila eksposur dijamin oleh beberapa jenis agunan

dengan bobot risiko yang berbeda dan nilai total

perlindungan agunan lebih tinggi dari nilai Tagihan

Bersih eksposur maka pengakuan agunan dalam

Teknik MRK — Agunan diprioritaskan menggunakan

jenis agunan dengan bobot risiko dari yang terendah

ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar atas

eksposur yang telah memperhitungkan Teknik

MRK - Agunan pada Pendekatan Sederhana

merupakan penjumlahan dari:

a) hasil perkalian antara bagian Tagihan Bersih
yang dijamin dengan bobot risiko agunan

sebagaimana dimaksud dalam butir c.1)a); dan

b) hasil . . .



b) hasil perkalian antara bagian Tagihan Bersih
yang tidak dijamin dengan bobot risiko

sebagaimana dimaksud pada butir c.1)b).

6. Teknik MRK - Agunan pada Pendekatan Komprehensif

a. Jenisdan Besarahaircut

1)

2)

3)

Teknik MRK - Agunan pada Pendekatan
Komprehensif, dilakukan dengan cara mengurangi
nilai Tagihan Bersih dengan nilai agunan, setelah
memperhitungkahaircut untuk masing-masing nilai.
Haircut sebagaimana dimaksud pada angka 1)
dilakukan sebagai berikut:

a) haircut terhadap nilai Tagihan Bersih (He)
merupakan faktor penambah untuk
mengantisipasi peningkatan nilai Tagihan
Bersih;

b) haircut terhadap nilai agunan (Hc) merupakan
faktor  pengurang untuk  mengantisipasi
penurunan nilai agunan,;

yang disebabkan karena perubahan faktor pasar,

seperti suku bunga.

Haircut sebagaimana dimaksud pada angka 2)

mengacu pada Tabel 1 dalam Lampiran 2, dengan

menggunakan asumsi:

a) holding period 10 (sepuluh) hari kerja untuk
Tagihan Bersih; dan

b) valuasi dan/atauremargining atas Tagihan

Bersih dan agunan dilakukan secara harian.

4) Dalam. ..



4) Dalam hal eksposur dan agunan dalam denominasi
mata uang yang berbeda, maka nilai agunan selain
dikenakanhaircut sebagaimana dimaksud pada butir
2)b), juga dikenakahaircut nilai tukar (Hfx) sebesar
8% (delapan persen) dengan menggunakan asumsi:
a) holding period 10 (sepuluh) hari kerja untuk

Tagihan Bersih; dan
b) valuasi atas agunan dilakukan secara harian.

Penyesuaiahiaircut

Apabila frekuensi valuasdan/atau remargining aktual

yang dilakukan Bank berbeda dengan asumsi sebagaima

dimaksud dalam butir a.3) dan/atau butir a.4), niekecut

pada Tabel 1 dalam Lampiran 2 dan/atau butir a.4),

disesuaikan dengan formula sebagai berikut:

INg+ (T — 1
thrlw |!R (1‘;]'-'1' }

dimana:

H = penyesuaiahaircut

Hy = haircut berdasarkan Tabel 1 dalam Lampiran 2
dan/atau butir a.4)

N; = periode aktual pelaksanaan valuagan/atau
remargining (dinyatakan dalam hari kerja).

Ty = asumsi holding period minimum vyaitu 10

(dinyatakan dalam hari kerja).
Perhitungan ATMR Risiko Kredit — Pendekatan Standar

1) Perhitungan. . .



1)

2)

3)

Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan
Standar atas eksposur yang telah memperhitungkan
Teknik MRK - Agunan pada Pendekatan
Komprehensif adalah hasil perkalian antara nilai
Tagihan Bersih setelah pengakuan MRK dengan
bobot risiko.

Nilai Tagihan Bersih setelah pengakuan MRK) (
sebagaimana dimaksud pada angka 1) dihitung

dengan formula:
E* =max{0,[Ex(1+He) —Cx(1-Hc—Hfx)]}

dimana:

E* = nilai Tagihan Bersih setelah pengakuan
MRK.

E = nilai Tagihan Bersih sebelum pengakuan
MRK.

He = haircut untuk Tagihan Bersih.

¢ = nilai agunan.

Hc = haircut untuk nilai agunan.

Hfx = haircut untuk nilai tukar.

Penetapan bobot risiko sebagaimana dimaksud pada
angka 1) mengacu pada penetapan bobot ridéo
eksposur sesuai dengan kategori portofolio

sebagaimana dimaksud pada butir II.E.

C. TEKNIK ...



C. TEKNIK MRK - GARANSI

1.

Persyaratan Pengakuan

Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dumdak

dalam butir IV.A.3 dan butir IV.A.4, garansi yangaklui dalam

Teknik MRK - Garansi wajib memenuhi persyaratanaggid

berikut:

a. Bank memiliki hak tagih langsung kepada pihak pambe
jaminan tanpa harus melakukan tindakan hukum térleb
dahulu terhadap debitur dalam hal tergagints of default;

b. Tagihan atau transaksi rekening administratif yang
diberikan garansi harus dinyatakan secara speafafikjelas
dalam perjanjian garansi;

c. Perjanjian garansi bersifat tanpa syaumconditional) dan
tidak dapat dibatalkanr¢evocable);

d. Garansi wajib dicairkan dalam jangka waktu paliagibat
90 (sembilan puluh) hari sejak eksposur tergoloaard
kategori portofolio Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
sebagaimana dimaksud dalam butir 11.E.10; dan

e. Garansi yang diterbitkan oleh pihak pemberi jamitedah
diakui sebagai kewajiban dalam pembukuan pihak pemb
jaminan.

Penerbit Garansi yang Diakui

Dampak Teknik MRK - Garansi hanya diakui apabilhagi

pemberi garansi adalah:

a. pihak yang termasuk dalam cakupan kategori portofol
Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam butir I.E.1.a.1);

b. pihak. ..



pihak yang termasuk dalam cakupan kategori portofol

Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain sebagaimana

dimaksud dalam butir 1.E.1.a.2), apabila pihaksédut

memiliki:

1) bobot risiko lebih rendah dari bobot risiko tagihan
yang dijamin; dan

2) peringkat paling rendah BBB- atau yang setara,

Bank Umum yang berbadan hukum Indonesia, kantor

cabang bank asing di Indonesia, dan Lembaga Peadnay

Ekspor Indonesia yang memiliki bobot risiko lebéndah

dari bobot risiko tagihan yang dijamin;

bank yang berbadan hukum asing yang tergolong aebag

prime bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank

Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit;

lembaga keuangan yang bergerak di bidang penjaminan

atau asuransi yang termasuk dalam cakupan kategori

portofolio Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik dan

Tagihan Kepada Korporasi.

3. Perhitungan ATMR Risiko Kredit — Pendekatan Standar

a.

Garansi yang diakui dalam Teknik MRK - Garansi éntu
perhitungan bobot risiko dari Tagihan Bersih diledm
sebagai berikut:

1) Bagian dari Tagihan Bersih yang dijamin dengan
garansi atau disebut sebagai Bagian Yang Dijamin
diberikan bobot risiko pihak penerbit garansi sesua
dengan kategori portofolio sebagaimana dimaksud

dalam butir II.E; dan

2) Bagian. ..



2) Bagian dari Tagihan Bersih yang tidak dijamin
dengan garansi atau disebut sebagai Bagian Yang
Tidak Dijamin diberikan bobot risiko dari eksposur
sesuai dengan kategori portofolio sebagaimana
dimaksud dalam butir II.E.

Dalam hal eksposur dan garansi dalam denominasa mat

uang yang berbeda maka nilai garansi dikendkarcut

nilai tukar (Hfx) sebesar 8% (delapan persen) denga

formula sebagai berikut:
G‘q:GK{i—HfI]

dimana:

G, = nilai Garansi setelah memperhitungkhaircut
nilai tukar,

¢ = nilai Garansi;

Hf. = haircut nilai tukar;

Penggunaanhaircut nilai tukar sebesar 8% (delapan
persen) menggunakan asumsi 10 (sepuluh) hari kerja
holding period dan valuasi nilai pasar secara harian.

Apabila frekuensi valuasi aktual yang dilakukan Ban
berbeda dengan asumsi tersebut maka Bank wajib
menyesuaikahaircut nilai tukar dimaksud dengan formula
sebagaimana dimaksud pada butir IV.B.6.b.

Apabila eksposur dijamin oleh beberapa penerbiarggar
dengan bobot risiko yang berbeda dan nilai total
perlindungan garansi lebih tinggi dari nilai Tagiha

Bersih eksposur maka pengakuan garansi ddlekmik



MRK - Garansi diprioritaskan menggunakan garansi da
pihak penerbit garansi dengan bobot risiko darigyan
terendabh.

e. ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar atas ekspos
yang telah memperhitungkan Teknik MRK - Garansi
merupakan penjumlahan dari:

1) hasil perkalian antara Bagian Yang Dijamin dengan
bobot risiko dari pihak penerbit garansi sesuai
kategori portofolio sebagaimana dimaksud pada butir
II.E; dan

2) hasil perkalian antara Bagian Yang Tidak Dijamin
dengan bobot risiko dari eksposur sesuai kategori
portofolio sebagaimana dimaksud pada butir II.E.

TEKNIK MRK - PENJAMINAN/ ASURANSI KREDIT

Pengakuan penjaminan/asuransi kredit sebagai TdWiK dalam
perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standdakukan
sebagai berikut:

1.

Persyaratan Pengakuan

Selain wajib memenuhi persyaratan pengakuan TekRIK —
Garansi sebagaimana dimaksud dalam butir IV.C.1,
penjaminan/asuransi kredit yang diakui dalam TekviRK -
Penjaminan/Asuransi Kredit wajib memenuhi persyarat
sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3.
Penjaminan/Asuransi Kredit yang diterbitkan olehmbaga
Penjamin atau Perusahaan Asuransi Berstatus BUMRNb wa
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. penjaminan. . .



penjaminan/asuransi kredit diberikan terhadap kredi

kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah

Pengertian usaha mikro, usaha kecil, dan usahangahe

mengacu pada undang-undang yang mengatur mengenai

usaha mikro, kecil, dan menengabh;

skema penjaminan/asuransi kredit memenuhi persyarat

sebagai berikut:

1) pangsa  penjaminan kredit  oleh lembaga
penjaminan/asuransi kredit paling kurang sebesar
70% (tujuh puluh persen) dari kredit yang diberikan
oleh Bank;

2) Bank wajib mengajukan klaim kepada lembaga
penjaminan/asuransi kredit paling lama 1 (satuatoul
sejak terjadi tunggakan pokok, bunga, dan/atau
tagihan lainnya yang menjadikan kualitas kredit
paling baik dinilai “Diragukan” sesuai ketentuan
Bank Indonesia yang berlaku walaupun kredit belum
jatuh tempo;

3) pembayaran penjaminan/asuransi kredit paling lambat
15 (lima belas) hari kerja setelah klaim diajukdgho
Bank dan dokumen diterima secara lengkap oleh
lembaga penjaminan/asuransi kredit;

4) jangka waktu penjaminan/asuransi kredit paling
kurang sama dengan jangka waktu kredit; dan

5) penjaminan/asuransi kredit bersifat tanpa syarat
(unconditional) dan tidak dapat dibatalkan

(irrevocable);

Persyaratan . .



Persyaratan pada angka 1) sampai dengan angkajib) wa
dicantumkan dalam perjanjian antara Bank dengabdgman
penjaminan/asuransi kredit.

lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus BUMN

tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) didukung oleh dana penjaminan (modal) termasuk
setoran dana dari pemerintah denggaring ratio
yang mengacu pada ketentuan yang berlaku, paling
tinggi 10 (sepuluh) kali; dan

2) mematuhi ketentuan mengenai lembaga
penjaminan/asuransi kredit yang diatur oleh otsrita

yang berwenang;

Penjaminan/Asuransi Kredit yang diterbitkan olehmbaga

Penjamin atau Perusahaan Asuransi Berstatus BukdviNB

wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

penjaminan/asuransi kredit diberikan terhadap kredi
kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah
Pengertian usaha mikro, usaha kecil, dan usahangahe
mengacu pada undang-undang yang mengatur mengenai
usaha mikro, kecil, dan menengabh;

skema penjaminan/asuransi kredit memenuhi persyarat
sebagaimana dimaksud pada butir IV.D.2.b;

lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus bukan

BUMN tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) pendirian. ..



1)

2)

3)

4)

5)

pendirian lembaga penjaminan/asuransi kredit sesuai
peraturan yang berlaku mengenai lembaga
penjaminan/asuransi kredit;

memiliki peringkat dari lembaga pemeringkat yang

diakui oleh Bank Indonesia paling kurang setara
dengan BBB-;

didukung oleh dana penjaminan (modal) dengan
gearing ratio yang mengacu pada ketentuan yang

berlaku, paling tinggi 10 (sepuluh) kali;

mematuhi ketentuan mengenai lembaga
penjaminan/asuransi kredit yang diatur oleh otsrita

yang berwenang; dan

bukan merupakan pihak terkait dari Bank kecuali

keterkaitan tersebut karena hubungan kepemilikan
dengan Pemerintah Daerah.

Penentuan pihak terkait Bank didasarkan pada
hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan
hubungan keuangan sebagaimana diatur dalam
ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai

batas maksimum pemberian kredit.

4. Perhitungan ATMR Risiko Kredit — Pendekatan Standar
Perhitungan ATMR Risiko Kredit — Pendekatan Standar

a.

atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK

Penjaminan/Asuransi Kredit dan memenuhi seluruh

persyaratan pada butir 1V.D.1, butir 1V.D.2, dantibu
I\VV.D.3 adalah sebagai berikut:

1) Bagian. ..



1)

2)

3)

Bagian dari Tagihan Bersih yang mendapat

perlindungan dari lembaga penjaminan/asuransi

kredit, selanjutnya disebut Bagian Yang Dijamin,
dikenakan bobot risiko sebagai berikut:

a) sebesar 20% (dua puluh persen) apabila dijamin
oleh lembaga penjaminan/asuransi kredit
berstatus BUMN dan memenuhi seluruh kriteria
sebagaimana dimaksud pada butir IV.D.2;

b) sesuai dengan bobot risiko lembaga
penjaminan/asuransi kredit apabila dijamin oleh
lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus
bukan BUMN dan memenuhi seluruh kriteria
sebagaimana dimaksud pada butir IV.D.3.
Penetapan bobot risiko tersebut didasarkan pada
peringkat lembaga penjaminan/asuransi kredit
sesuai kategori portofolio Tagihan Kepada
Entitas Sektor Publik sebagaimana dimaksud
dalam butir II.E.2.

Bagian dari Tagihan Bersih yang tidak mendapat

perlindungan dari lembaga penjaminan/asuransi

kredit, selanjutnya disebut Bagian Yang Tidak

Dijamin, dikenakan bobot risiko eksposur sesuai

kategori portofolio sebagaimana dimaksud pada butir

Il.E.

ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar atas

eksposur yang telah memperhitungkan Teknik

MRK - Penjaminan/Asuransi Kredit merupakan

penjumlahan dari:

a) hasil. ..



a) hasil perkalian antara Bagian Yang Dijamin
dengan bobot risiko sebagaimana dimaksud
dalam butir 1)a) atau butir 1)b); dan

b) hasil perkalian antara Bagian Yang Tidak
Dijamin dengan bobot risiko sebagaimana
dimaksud pada angka 2).

Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar
atas eksposur yang dijamin oleh Penjaminan/Asuransi
Kredit yang tidak memenuhi persyaratan sebagaam
dimaksud dalam butir 1V.D.1, butir IV.D.@an butir
IV.D.3 namun memenuhi persyaratan garansi sebagaima
dimaksud dalam butir 1V.C.1 dan butir 1V.C.2 dilddeun
mengacu pada perhitungan sebagaimana dimaksud dalam
butir IV.C.3.

PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT - PENDEKATAN
STANDAR ATAS EKSPOSUR YANG MENGGUNAKAN
BEBERAPA JENIS TEKNIK MRK

Dalam hal eksposur Tagihan Bersih memiliki beber@nes Teknik

MRK sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.2, maka:
1. Perhitungan ATMR Risiko Kredit — Pendekatan Standar

merupakan penjumlahan:

a.

hasil perkalian antara (i) bagian Tagihan Bersimngya
dijamin dengan Teknik MRK - Agunan dengan (ii) bbbo
risiko dari agunan sebagaimana dimaksud dalam butir
IV.B.5.c.1)a) dan/atau hasil perkalian antara nllagihan
Bersih setelah pengakuan MRK dengan bobot risiko
sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.6.c.

b. hasil. ..



hasil perkalian antara (i) bagian Tagihan Bersilngya
dijamin dengan Teknik MRK - Garansi dengan (ii) bbb
risiko dari pihak penerbit garansi sebagaimana kisua
dalam butir IV.C.3.a.1);

hasil perkalian antara (i) bagian Tagihan Bersilngya
dijamin dengan Teknik MRK — Penjaminan/Asuransi
Kredit dengan (ii) bobot risiko sebagaimana dimaksu
dalam butir IV.D.4.a.1); dan

hasil perkalian antara (i) bagian Tagihan Bersihgyadak
dijamin dengan Teknik MRK dengan (ii) bobot risiko
eksposur sesuai kategori portofolio sebagaimanakdod

dalam butir Il.E.

Apabila nilai total perlindungan dari MRK lebih ¢jgi dari nilai
Tagihan Bersih maka perhitungan ATMR sebagaimana
dimaksud pada angka 1 diprioritaskan menggunakanis je

Teknik MRK dengan bobot risiko dari yang terendah.

PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT — PENDEKATAN STANDAR

BAGI BANK YANG MEMILIKI UNIT USAHA SYARIAH DAN/ATAU

ATMR RISIKO KREDIT SECARA KONSOLIDASI BAGI BANK YANG

MEMILIKI PERUSAHAAN ANAK

1. Perhitungan ATMR Risiko Kredit untuk Bank secardiwdual bagi
Bank yang memiliki unit usaha syariah (UUS) mergrak

penjumlahan:

a.

ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar untuk kaikt@ntor
yang melakukan kegiatan usaha secara konvensiarajad
mengacu pada angka Il, angka Ill, dan angka IV tSHd&aran

Bank Indonesia ini; dan

b. ATMR ...



ATMR Risiko Kredit untuk UUS dengan mengacu pada
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenaajkiam
penyediaan modal minimum bagi bank yang menjalankan

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

2. Perhitungan ATMR Risiko Kredit secara konsolidasiuk Bank yang

memiliki perusahaan anak dilakukan sebagai berikut:

a.

Untuk Bank yang seluruh perusahaan anak beropsegsira
konvensional maka perhitungan ATMR Risiko Kredit -
Pendekatan Standar secara konsolidasi didasarktnlgporan
keuangan konsolidasi yaitu penjumlahan:

1) ATMR Risiko Kredit untuk Bank secara individual;rda

2) ATMR Risiko Kredit untuk perusahaan anak yang
melakukan kegiatan usaha secara konvensional,

dengan cakupan eksposur yang diperhitungkan, Taddeasih,

penetapan bobot risiko, dan pengakuan MRK sesumjgteran

pada angka Il, angka lll, angka IV dan butir V.Ir&uEdaran

Bank Indonesia ini, setelah mengeliminaset-pff) transaksi

antar entitas dalam kelompok usaha yang dikonslida

Untuk Bank yang sebagian perusahaan anaknya melakuk

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maKatyregan

ATMR Risiko Kredit — Pendekatan Standar secara diotesi,

merupakan penjumlahan:

1) ATMR Risiko Kredit untuk Bank secara individual,ndg@n
cakupan eksposur yang diperhitungkan, Tagihan Bersi
penetapan bobot risiko, dan pengakuan MRK sesuai
pengaturan pada angka Il, angka Ill, angka IV datfir b

V.1 Surat Edaran Bank Indonesia ini;

2) ATMR . ..



VI. PELAPORAN
1.

2)

3)

ATMR Risiko Kredit untuk perusahaan anak yang
melakukan kegiatan usaha secara konvensional, denga
cakupan eksposur yang diperhitungkan, Tagihan Bersi
penetapan bobot risiko, dan pengakuan MRK sesuai
pengaturan pada angka Il, angka lIll, angka IV, Hdafir

V.1 (khusus untuk perusahaan anak berbentuk B&ukat
Edaran Bank Indonesia ini; dan

ATMR Risiko Kredit untuk perusahaan anak yang
melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip $yaria
mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi
bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkasippr
syariah;

setelah mengeliminasisdf-off) transaksi antar entitas dalam

kelompok usaha yang dikonsolidasi.

Dalam rangka perhitungan ATMR Risiko Kredit — Peatan
Standar, Bank wajib menyampaikan laporan sebaggiube

a.

laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit untuk Ban&cara
individual disampaikan setiap bulan untuk posishialbulan;
dan

laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit untuk Ban&cara
konsolidasi disampaikan setiap triwulan untuk paaiir bulan
Maret, Juni, September, dan Desember, bagi bandg yemiliki
perusahaan anak;

dengan mengacu pada format dan pedoman pengidan dampiran

3 dan Lampiran 4 Surat Edaran Bank Indonesia ini.

2. Laporan. ..



Laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatatandar

sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan &epadk

Indonesia secara online melalui Laporan BerkalakBamum. Tata

cara penyampaian dan pengenaan sanksi mengacukpsetdguan

Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan laebbkak umum.

Selama pelaporan secara online sebagaimana dimphksiadangka 2

belum dapat dilaksanakan maka Bank wajib menyampaliporan

secaraffline paling lambat:

a. tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelalarblaporan
untuk laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit Ban&cara
individual sebagaimana dimaksud pada butir 1.a;

b. tanggal terakhir bulan berikutnya setelah akhir ingasnasing
triwulan untuk Laporan perhitungan ATMR Risiko KieBank
secara konsolidasi, sebagaimana dimaksud padalbigtir

Apabila tanggal penyampaian laporan sebagaimanakgun dalam

butir 3.a dan butir 3.b jatuh pada hari Sabtu dtau libur maka

laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disaamp&dpada

Bank Indonesia dengan alamat:

a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jalan M.H. Tinamo. 2
Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat ldiyai kerja
kantor pusat Bank Indonesia; atau

b. Kantor Bank Indonesia, bagi Bank yang berkantoapds luar
wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

Bank yang tidak menyampaikan laporan atau menya&apdaporan

tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaiesial angka 3

dan angka 4, dikenakan sanksi sebagaimanar di@am Pasal 36

Peraturan. . .



Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tahgg
24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan IMdtiémum

Bank Umum.

VII. LAIN-LAIN
Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3, dan LampiraButat Edaran Bank
Indonesia ini merupakan satu kesatuan yang tidgksthkan dari Surat

Edaran Bank Indonesia ini.

VIIl. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesianiaika:

1. Perhitungan ATMR Risiko Kredit dalam rangka perhgan KPMM
secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam IHU&irl) Surat
Edaran Bank Indonesia Nomor 8/27/DPNP tanggal 2¥eNier
2006 tentang Prinsip Kehati-hatian dan Laporan rdale@ngka
Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi Bagk yang
Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anakgikod
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaiansdjak
tanggal 2 Januari 2012.

2. Ketentuan-ketentuan berupa:

a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/1/BPPP tanggal
29 Mei 1993 perihal Kewajiban Penyediaan Modal khnm
bagi Bank Umum;

b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/12/DPNP tanggal
12 Juni 2000 perihal Penilaian Aktiva Produktif afal

Penghitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko;



c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/3/DPNP tanggal
30 Januari 2006 perihal Perubahan Penghitungan vakti
Tertimbang Menurut Risiko untuk Kredit Usaha Kededit
Pemilikan Rumah, dan Kredit Pegawai/Pensiunan;

d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/1/DPNP tanggal
21 Januari 2009 perihal Perhitungan Aktiva Tertindo&enurut
Risiko untuk Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menehga

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku patianggal
2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yseaman Surat
Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannyamdd&arita Negara

Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MULIAMAN D. HADAD
DEPUTI GUBERNUR




